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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran 

daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk 

provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran 

Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun 

anggaran harus dianggarakan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008:100). 

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

“APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 

Hidayah dan Setiyawati (2014) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pndapatan Asli 

Daerah Terhadap Belanja Langsung. Model analisis dengan menggunakan 

regresi berganda dan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukan, 

Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan pada Belanja Langsung . Dana Alokasi Khusus tidak 

berdampak pada Belanja Langsung. 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai 

kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk 
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mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan 

pengelolaan keuangan daerah sendiri. Dengan adanya otonomi, daerah 

diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan yang ditandai 

dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga 

daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat maupun Provinsi melalui 

Dana Perimbangan sesuai tujuan pelaksanaan otonomi untuk mendukung 

terciptanya kemandirian daerah. 

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional 

berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah 

tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana 

Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan 

terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan 

efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada publik.  

Handayani dkk (2015), Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa 

anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. 

Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA. SiLPA adalah 

adanya sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran 

berjalan/berkenaan, sedangkan SILPA merupakan penerimaan daerah yang 

bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Disamping sisa lebih 
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pembiayaan anggaran, retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan 

penyumbang PAD yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah. 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk 

dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas 

dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, 

dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda 

antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dalam penjelasan Undang-

Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan 

kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah 

dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana 

yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila 

dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Agar 

pengeluaran daerah digunakan sesuai dengan rencana maka pemerintah 

mengeluarkan adanya peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (Siska Puspita dan Suyanto, 2015). 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan 

wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan 

pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat. 

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting 

yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan 

23 kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor 

kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang 

tinggi. Badan Pusat Statistik (2009) menyatakan bahwa realisasi PAD 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008 terhimpun sekitar 4,5 triliun 

rupiah, naik sekitar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, kondisi kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara umum 

berpotensi untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah lain dengan adanya 

penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kabupaten 

dan kota. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran, Retribusi Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja 

Langsung Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah Periode 2013 – 2015”.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung? 

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja langsung? 

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja langsung? 

4. Apakah SiLPA berpengaruh terhadap belanja langsung? 

5. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja langsung? 

6. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap belanja langsung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

digunakan untuk : 

1. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung. 

2. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh dana 

alokasi umum terhadap belanja langsung. 

3. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh dana 

alokasi khusus terhadap belanja langsung. 
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4. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh SiLPA 

terhadap belanja langsung. 

5. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

retribusi daerah terhadap belanja langsung. 

6. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh luas 

wilayah terhadap belanja langsung. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

beberapa pihak, antara lain:  

1. Bagi Akademisi  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai belanja langsung pemerintah daerah melalui metode 

komprehensif dan teruji secara empiris sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi di Indonesia. 

2. Bagi Praktisi  

Memberikan informasi kepada pengelola anggaran pemerintah 

mengenai factor-faktor pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran, retribusi daerah 

dan luas wilayah memiliki pengaruh terhadap belanja langsung. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

kemunkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

pembahasan belanja langsung pemerintah daerah. 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka 

penulis mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih 

pembiayaan anggaran, retribusi daerah dan luas wilayah di kabupaten/kota 

provinsi jawa tengah. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metodologi. 

BAB IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan 

dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus 
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merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V.  PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan. 




